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ABSTRAK

Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan
Di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan)

Dinda Hardiyanti Pane

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan
pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang
dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak
lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya
penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam
sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masi berkutat
dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya
dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat
perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan untuk
mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang
sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan
serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologis bagi
narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung
Gusta Medan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan
data yang ada di lapangan dengan data yang ada di studi kepustakaan. Penelitian
yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan mengambil data primer yang
diperoleh dengan wawancara dilapangan dan data sekunder dari bahan-bahan
buku dan mengolah data dari hokum primer dan juga tersier yang memberi
petunjuk terhadap data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati bahwa
perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengatur tentang pemenuhan hak
biologis bagi narapidana, namun sampai sekarang belum ada pengaturan khusus
mengenai hubungan seksual di dalam lapas. Dalam pelaksaan pemenuhan hak
biologis ada kendala dan upaya. Kendala tersebut terdapat dari narapidana dan
lapas, kendala dari lapas berupa overkapasitas atau kelebihan muatan, kondisi
lapas tidak sesuai. Selain kendala dari lapas adajuga kendala dari narapidana
berupa pasangan sah tidak mau menjumpai dan pandangan kepada masyarakat
jelek jika dilakukan hubungan seksual di dalam lapas. Selain kendala ada juga
upaya yang dilakukan oleh pihak lapas berupa memberikan pekerjaan,
memberikan bimbingan rohani dan memberikan bimbingan psikologis. Adapun
juga upaya dari narapidana berupa fokus dalam remisi atau pembebasan,
masturbasi, mendapatkan semangat dari keluarga dan melakukan perjumpaan atau
kunjungan

Kata Kunci: Hak Biologis, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap
menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan
dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang
sebelumnya dikukuhkan secara Internasional tentang ketentuan minimum dalam
pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui Standard Minimum Rules For
the Treatment of Prisoners. Terdapat 95 Pasal yang harus menjadi ketentuan dari
negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di
Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB.

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan
pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang
dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak
lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya
penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam
sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masi berkutat
dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya
dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Disamping itu, banyak
kendala terkait fasilitas di Rutan seperti persoalan higienitas, sanitasi dan

keterbatasan tempat.!

! Aditya Yuli “ Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme “. dalam Jurnal
[Imu Hukum Vol.4 No.1 Maret 2020



Kehidupan penjara sebagaimana digambarkan dalam film the shawsank
redemption karya Frank Darabont tentang kejamnya kehidupan penjara,
sebenarnya adalah potret sesungguhnya dari kehidupan penjara. Sebagaimana
gambaran tersebut, kehidupan dalam penjara di Indonesia juga masih identik
dengan masalah-masalah seperti kekerasan antara narapidana, kerusuhan, pelarian
seksual menyimpang sebagai gambaran nyata suatu problem yang dihadapi oleh
Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan oleh narapidana dengan
memanfaatkan beberapa instrumen formal yang ada, seperti hak Cuti
Mengunjungi Keluarga (CMK) seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Negara-negara lain yang memberikan fasilitas Cuti Mengunjungi Keluarga
(CMK) antara lain Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, Cuti
Mengunjungi Keluarga diberikan dalam bentuk mengijinkan narapidana untuk
dikunjungi suami/istri dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan
waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar
mandi, dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu
California, Cuti Mengunjungi Keluarga diberikan kepada narapidana yang
memiliki suami/istri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan
seksual. Di Pakistan, ijin diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi
istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu malam. Negara lain yang juga

memberikan fasilatas ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis,



Thailand,dan Saudi Arabia, yang masing-masing mempunyai aturan dalam
menerapkan Cuti Mengunjungi Keluarga tersebut.?

Apabila pemerintah menutup mata akan perilaku seksual narapidana yang
kerap terjadi maka dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan narapidana
secara signifikan. Penyakit seperti HIVV/AIDS, gangguan reproduksi dan penyakit
kelamin menular lainnya akan meningkat apabila narapidana tidak mengatur pola
perilaku seksualnya selama di dalam penjara.

Melihat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam
Pasal 72 bagian a dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan
reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang
sah. Selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan pada Pasal 73 bagian a, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan
sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut. Maka, demi menjaga
kesehatan narapidana agar terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari
penyimpangan seksual, narapidana yang juga merupakan seorang warga negara
berhak mendapatkan fasilitas berupa sarana untuk melampiaskan hasrat
seksualnya dengan cara yang baik dan benar, tentunya dengan pasangan yang
sah.’

Dalam ajaran agama Islam, merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang
sudah sah menikah menurut agama untuk berhubungan biologis antara suami dan

istri, dan juga untuk dapat mendapatkan keturunan dari sebuah pernikahan. Hal

2 1bid

¥ Ni Nyoman Ome Tania Langden “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit
Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana”. dalam jurnal ilmuHukum.Vol.07, No. 04, Agustus
2018


https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/2844
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/2844

tersebut termaktub didalam Surat QS. Al Bagarah ayat 223, dimana Allah SWT
berfirman :

Artinya :

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”
(QS. Al Bagarah: 223).

Berdasarkan ayat diatas wajiblah berhubungan biologis antara suami dan istri
yang sah menurut agama dan arti dari tempat bercocok tanam diatas adalah tempat
letaknya alat reproduksi dari istri. Imam Nawawi rahimahullah berkata yang
namanya ladang (tempat bercocok tanam) pada wanita adalah di kemaluannya
yaitu mani bersemai untuk mendapatkan keturunan.* Pernikahan adalah salah satu
ibadah yang begitu banyak menghasilkan pahala. Di kehidupan rumah tangga
dalam Islam terdapat satu kewajiban yang jika ditunaikan dengan baik akan
mendapatkan pahala yang besar, yakni berhubungan seksual.

Hubungan seksual dalam rumah tangga bukan hanya sebagai satu kebutuhan
utama tapi juga kebahagiaan karena mampu menguatkan hubungan emosional
antara suami dan istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul “Pemenuhan Hak Biologis Bagi
Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan

(Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan).

4 Blog Rumaysho. https://rumaysho.com/12927-cara-hubungan-intim-yang-islami-1.html.
Diakses Pada 28 September 2020. Pukul 17.46 WIB



https://rumaysho.com/12927-cara-hubungan-intim-yang-islami-1.html

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan
penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait
beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah terikat
perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan?

b. Bagaimana proses pelaksanaan sebagai pemenuhan hak biologis bagi
narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Gusta Medan?

c. Bagaimana kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologis bagi
narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Gusta Medan?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini harapan saya nantinya dapat memberikan

beberapa manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis
Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadikan sumber
pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum
hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya
pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya

perkembangan ilmu hukum pemasyarakatan terkhususnya dalam



pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan
di lapas Tanjung Gusta Medan.

b. Secara Praktis
Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan masukan ataupun
informasi kepada semua elemen masyarakat, penjaga Lembaga
Masyarakat serta pemerintahan.

B. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah terikat
perkawinan di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis bagi
Narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Gusta Medan.

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologis bagi
Narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Gusta Medan.

C. Definisi Operasional
Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti.® Berdasarkan judul penelitian ini atas pemenuhan hak biologis bagi
narapidana yang sudah terikat perkawininan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung

Gusta Medan, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai

5 Ida Hanifah,dkk. 2018. Pedoman Penuisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17



dengan tujuan yang telah ditentukan. Defenisi operasional dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas untuk pemenuhan hak biologis dalam penelitian ini
adalah memberikan sebuah ruangan khusus yang disediakan dari negara untuk
membantu dalam pelaksanaan tujuan tertentu dan dalam penelitian ini adalah
pemenuhan hak untuk dapat berhubungan intim dengan pasangan sahnya di
lembaga pemasyarakatan.

2. Narapidana menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan ialah yang mejalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga
pemasyarakatan.®

3. Perkawinan dalam penelitian ini adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan Yang
Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan
saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan
dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka
perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti
perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam
masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup,
dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan

terbuka.’

® T. Daniel, dkk.2017. “Studi Meta Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana”.
Jakarta: Prenadamedia. halaman 9

" Hilman Hadikusuma. 2019. “Hukum Perkawinan Indonesia”. Bandung: Mandar Maju,
halaman 1



4. Lembaga Pemasyarakatan dalam penelitian ini adalah Lembaga
Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan di Lapas Tanjung Gusta.

D. Keaslian Penelitian

Pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di
Lembaga Pemasyarakatan ( Studi di Lapas Tanjung Gusra Medan ), bukanlah hal
yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti
sebelumnya yang menyangkut tentang pemenuhan hak biologis bagi narapidana
yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tajuk dalam
berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik
melalui via Searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari
lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi
lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok
bahasan yang penulis teliti terkait “Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana
Yang Sudah Terikat Perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan ( Studi di
Lapas Tanjung Gusta Medan )*

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti
sebelumnya, ada dua judul yang mendekati dengan penelitian dalam penulisan
skripsi ini, antara lain :

1. Olivia FeliycaNIM :B 111 10 304 Mahasiswi llmu Hukum fakultas Hukum
Universitas Hassanuddin Makassar 2017, Dengan Judul Pemenuhan Hak
Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas

I1A Sungguminasa Kabupaten Gowa.



2. Risky Halim Mubin NIM:B 111 09 031 Mahasiswa IImu Hukum fakultas
Hukum Universitas Hassanuddin Makassar 2013, Dengan Judul Pemenuhan
Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Klas 1
Makassar

Secara konstruktif, subtansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian
tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam
penelitian di atas membahas tentang pemenuhan hak pelayanan kesehatan
terhadap narapidana sementara kajian topik bahasa yang penulis angkat ke dalam
bentuk skripsi ini mengarah pada terhadap Pemenuhan Hak Biologis Bagi

Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan

Tanjung Gusta Medan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten®

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris yang mana bertujuan untuk menganalisis
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang

merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di

lapangan.

8Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 17.
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2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analis yaitu
menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penerapan penyediaan fasilitas bagi narapidana .

3. Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki jenis data yang
bersumber dari:

a. Hukum Islam adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-
Quran urat QS. Al Bagarah ayat 223 dan Hadits ( Sunah Rasul). Data yang
bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data
kewahyuan.

b. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan
berupa hasil wawancara langsung.

c. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi,
publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal
hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder
terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.®maka
dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12

®Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat”, Jakarta : Rajawalipers, 2013, halaman 62
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Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum,

termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-
buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang
diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data yang bersumber dari

situs internet, Kkhususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik
permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui
studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan
dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan
terhadap petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta
Medan.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam

melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil
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penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara
menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang
dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian
ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah

terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemenuhan Hak Biologis Narapidana

Terminologi atau istilah kewajiban asasi manusia (KAM) haruslah selalu
dikaitkan tak terlepas dari Hak Asasi Sosial (HAS) sebagaimana dikemukakan
pada bagian I1.4 yang merupakan “pelaksanaan tuntutan dari tanggung jawab asasi
negara bagi perlindungan dan penyejahteraan warga negaranya.” Dari pemahanan
konsepsional itu maka segera tampak perbedaan nya dengan makna kewajiban
dalam hukum positif (produk negara). KAM dalam konsep pemahaman HAM
berarti sejajar dengan pengertian kewajiban politik dalam konteks hukum positif:
kewajiban untuk menuntut agar negara menyelenggarakan jaminan pelaksanaan
hak-hak sipil dan hak-hak sosial politik, melalui seluruh tahapan proses politik
hukum, sebagai penerapan dari konsepsi HAM aktif.

Tuntutan pelaksanaan KAM berarti sebagai kewajiban warga untuk
berpartisipasi menyampaikan aspirasi itu diagregasikan kedalam Kristal nilai-
nilai, yang akan diartikulasikan menjadi keputusan dan tindakan politik dalam
bentuk perangkat hukum. Kewajiban partisipasif ini tak lepas pula dari
pelaksanaan tuntutan kewajiban asasi negara untuk melindungi, menyejahterakan,
mencerdaskan, dan mendamaikan segenap manusia selaku warga negara dan
penduduk di wilayah negara itu.°

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak

narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada

0 Nikolas  Simanjuntak.  2017. Hak-Hak  Asasi ~ Manusia..  Jakarta:
Erlangga. halaman 120

13
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ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat
fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk
itu dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tegas menyatakan
narapidana berhak :

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Menyampaikan keluhan

Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang

Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Menerima kunjangan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu

lainnya

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

J.  Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

I.  Mendapatkan cuti menjelang bebas dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku.

o Q0o

=@

Salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana untuk
mendapatkan keringanan hukum seperti Remisi adalah sebaga berikut :
a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
Sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjeraan, maka tidaklah
keliru jika pendekatan terhadap sistem digunakan pula pendekatan keamanan.
Namun demikian, dalam sistem pemasyarakatan pendekatannya masih
menggunakan pendekatan keamanan, padahal tujuannya adalah pembinaan dan

bimbingan.
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Berangkat dari pemikiran Sahardjo,S.H. bahwa negara tidak berhak
membuat seseorang menjadi lebih jahat dari sebelum ia dipenjarakan, serta
berpijak pada tujuan pemasyarakatan adalah membina napi, maka pendekatan
terhadap sistem pemasyarakatan seharusnya digunakan pendekatan pembinaan
(treatment approach). Berarti pembinaan adalah faktor yang paling utama dalam
pemasyarakatan, dan bukan keamanan. Karena pembinaan adalah tujuan utama
dari pemasyarakatan dan bukan keamanan. Keamanan hanya sebagai sub-bagian
dari pembinaan. Keamanan adalah salah satu dari sekian banyak penopang
keberhasilan pembinaan narapidana.*

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan
perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap
pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat
manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang
antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah
atas suatu proses hukum yang adil.

Di samping itu, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Adapun kemerdekaan
individu atau kebebasan adalah hak setiap orang, yang dibawa sejak lahir. All
people are born free. Namun demikian, teramat sering konsep kemerdekaan
individu itu. Yang dimaksud dengan kemerdekaan individu (liberty) atau kadang-
kadang disebut juga dengan istilah “kebebasan” (freedom) adalah suatu kekuasaan
dan kesempatan yang mesti diberikan oleh Negara dan hukum kepada rakyatnya

untuk menjalankan dan menikmati hak-hak yang melekat padanya, baik hak-hak

11C.1 Harsono .1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan.. halaman
13
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yang disebutkan dalam undang-undang maupun hak-hak yang telah diakui secara
universal, terbebas dari segala jenis batasan, kecuali hanya pembatasan bahwa
penggunaan hak tersebut tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan
orang lain.*?

Adapun lembaga pemasyarakatan yang dikenal sampai saat ini merupakan
suatu wadah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi narapidana sebagai
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Namun,
meskipun ide pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,
tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak sekali penyimpangan yang terjadi
dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu penyimpangan seksual, di mana
penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan “homoo olabut” (homoseksual),
“pelacur” (homo), “eentogan/wartil” (hubungan seksual di dalam lapas tanpa
ijin). 1

Narapidana juga manusia, dibalik jeruji besi, para napi menghadapi
beragam persoalan, termasuk urusan syahwat. Mereka terkungkung secara secara
fisik, tapi juga terkekang dalam pemenuhan dalam pemenuhan kebutuhan seksual
sebagai hak dasar yang manusiawi. Menurut akademis Universitas Pembinaan
Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Dr Zulfirman S.H.,M.H, telah menjadi
kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi hak sipil setiap orang yang
bersifat alamiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 dan 72 UU No.39 Tahun

1999. “Secara sosiologis, kemungkinan besar dapat terjadi penyimpangan seksual

2 Munir Fuady, Sylvia Laura. 2015. Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta : Predanada
Media. halaman 1

3 Ni Nyoman Ome Tania Langden “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit
Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana”. dalam jurnal ilmuHukum.Vol.07, No. 04, Agustus
2018


https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/2844
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/2844
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bagi narapidana akibat tidak tersedianya bilik asmara dilapas. Bila ini terjadi akan
merusak kehidupan keluarga yang sehat dan secara tidak langsung negara atau
pemerintah turut member peluang terjadinya hal tersebut.*
B. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan, “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Menurut Pasal 1 ayat (6)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “terpidana
adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap”.*®

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena
berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar
hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengatur macam-
macam pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok, terdiri dari :

1. Pidana mati

2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan
Pidana denda
b. Pidana tambahan, terdiri dari :

Pencabutan hak-hak tertentu
Perampasan barang-barang tertentu

1

2

3. Pengumuman putusan hakim

Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggar

Eall

hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga

negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman. Pemerintah menyediakan suatu

14 Zulfirman  “Negara wajib Fasilitasi Hak Dasar Biologis Narapidana”
(https://forumkeadilan.com/2016/07/dr-zulfirman-sh-mh-akademisi-universitas-pembinaan-
masyarakat-indonesia-upmi-medan/. Diakses pada 6 Maret 2020)

15 C.I Harsono. Op.Cit., halaman 79



https://forumkeadilan.com/2016/07/dr-zulfirman-sh-mh-akademisi-universitas-pembinaan-masyarakat-indonesia-upmi-medan/
https://forumkeadilan.com/2016/07/dr-zulfirman-sh-mh-akademisi-universitas-pembinaan-masyarakat-indonesia-upmi-medan/
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lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si
pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana
penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah
melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim
yang putusan nya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang
selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa
pidananya dan berhak mendapatkan pembinaaan.*®

Selanjunya beberapa ahli hukum berpendapat bahwa, narapidana adalah
manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar
bermasyarakat dengan baik dan ahli hukum lain mengatakan narapidana adalah
manusia biasa sperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang
ada, maka dipisahkan oleh hakim utuk menjalani hukuman.*’

Mekanisme disiplin penjara mengikuti pola yang sama. Kehidupan penjara
adalah kehidupan dengan partisi spasial, dimana akses antarpartisi dijaga dengan
ketat. Setiap narapidana yang masuk dan keluar tercatat, demikian pula dengan
dokumentasi mengenai kesehariannya. Inilah mengapa setiap penjara memiliki
register tentang pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Register ini adalah
mekanisme kontrol yang sangat efektif karena menentukan diberikan, ditunda,
atau dihilangkan reward berupa pembebasan bersyarat atau remisi (pemotongan

masa penjara). Satu mekanisme instrumental lainnya dari kuasa disiplin penjara

'8 Daud Pinasthika. “Pemenuhan Hak-hak Narapidana selama Menjalani masa pidana di
lembaga pemasyarakaan kelas IIA Yogyakarta”. Dalam Jurnal Skripsi., halaman 5
17T, Daniel dkk. Loc.Cit.



19

adalah pengawasan yang tanpa putus, dan dilaksanakan secara hierarkis.
Meskipun desain arsitektur panoptikon tidak lagi menjadi alternatif dalam praktik
pemenjaraan modern, namun sebagai suatu ide tentang pengawasan yang ketat
dan masih berpengaruh.

Penerapan disiplin  juga menggunakan seperangkat prosedur yang
mendistribusikan individu, membaur dalam ruang, mengklasifikasi, melatih
tubuh, mengamati prilaku, memulihkan pandangan, mengepung individu dalam
mekanise observasi, mendokumendatasi, serta yang membentuk mereka dalam
tubuh ilmu pengetahuan yang diakumulasi dan disentralisasi. Perkembangan
dalam sistem pemenjaraan turut memperihatkan bagaimana control terhadap
individu juga dilakukan dalam sistem penilaian tertentu. Risk assessment, atau
penilaian terhadap risiko pengulangan kejahatan merupakan mekanisme disiplin
baru. Sistem penilaian ini menentukan level pengamanan dan bentuk perlakuan.
Termasuk apakah seseorang perlu dipenjarakan, dan bagaimana perlakuan yang
diterima seseorang bila penghukuman dilakukan di masyarakat.'®

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka
pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling
berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen
yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan
klasifikasi, perlakuan terhadap Narapiadana, orientasi pembinaan, sifat
pembinaan, remisi, bentuk bangunan, Narapidana, keluarga Narapidana dan

Pembina/pemerintah.

8Iqrak Sulhin. 2016. “Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analis Genealogis
Terhadap Pemenjaraan”. Jakarta : Prenadamedia Grup. halaman 23
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Mempelajari komponen-komponen dalam pembinaan Narapidana, tidak
bisa dilepaskan dari berbagai sistem terhadap perlakuan Narapidana yang pernah
berlaku di Indonesia. Ada tiga sistem yang bisa diperbandingkan, pertama adalah
sistem kepenjaraan, kedua sistem pemasyarakatan dan ketiga adalah sistem
pemasyarakatan baru. Sistem-sistem sebelumnya, di saat zaman kerajaan masih
hidup di Indonesia, sistem itu belum dikodifikasi hukum yang bisa berlaku umum,
jadi masih berlaku pada suatu kerajaan tertentu, yang sering tidak tidak sama cara
perlakuannya dengan kerajaan lainnya.

Sedang dalam sistem kepenjaraan, pemasyarakatan dan pemasyarakatan
baru, telah terjadi kodifikasi hukum, yang berlaku universal. Pemilihan ketiga
sistem tersebut, karena dengan mengambil dua sistem sebelumnya, dapat
diperoleh pembanding yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dilihat
jelas bagaimana perubahan sebuah sistem sebelum pemasyarakatan baru.®
C. Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu
dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum vyang telah ditentukan maka
perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti
tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti
tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata-tertib hukum adat

tidak sah menurut hukum adat.

19C.1 Harsono.Op.Cit. halaman 6
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Sah nya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, yang menyatakan, ‘perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’. Jadi
perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan
yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama
islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata ‘hukum masing-masing agamanya’
bukan berarti ‘hukum agamanya masing-masing’ yaitu hukum agama yang dianut
oleh kedua mempelai atau keluarganya.?

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman
mempelai, dimesjid maupun dikantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk
akad nikah. Menurut Hukum Kristen/Katolik perkawinan itu sah apabila syarat-
syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinnya dilaksankan dihadapan
Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut hukum agama Hindu
Perkawinan itu sah apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau pendeta atau
pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Menurut
Hukum Agama Budha Indonesia perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (HPAB Pasal 2).%

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat
berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada didalam hukum islam. Walaupun

tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang

20Hilman Hadikusuma. Op.Cit., halaman 25

21 Ibid. halaman 30
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tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada
ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan
tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-
syarat perkawinan. Sedangkan kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur
masalah rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 14, yang secara
keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam Hukum Islam sebagaimana tertera
dibawah ini. Dan keseluruhan rukun perkawinan tersebut, menurut Amir
Syarifuddin mengikuti fikih Syafi’l dengn tidak mengikutkan mahar dalam rukun
nikah.
Didalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:

b. Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan

c. Wali dari mempelai perempuan

d. Dua orang saksi

e. ljab dan Kabul

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah.
Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah
berlangsung. Wahab al-Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan syarat
nikah, bukan rukun, dengan alasan bahwa Islam membolehkan nikah tafwid. Akan
tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang
perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrimya itu, dan berdosa jika
melakukan sebaliknya.
Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian

kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Karena kedua unsur
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ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada
ungkapan ijab Kabul yang menjelaskan maksud-maksud di atas. Perkawinan yang
dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, telah memenuhi
ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh hukum. Dengan
demikian, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas.??

Bagaimana tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara
agama yang satu dan agama lain. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah
menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat,
dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Mahmud Junus), jadi
tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah, untuk menegakkan agama, untuk
mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga
rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti
mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tujuan menyatakan ‘kawinlah
wanita-wanita yang anda senangi’ (Q.IV:3). Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri sendiri, agar
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih sayang’ (Q.XXX:21). Begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk
mendapatkan keturunan yang sah; Nabi Muhammad SAW menyatakan ‘kawinlah
dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketuruan).Agar keturunan

itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.

22 Anshary MK. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
halaman 14
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Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan
atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan
jamaah ahli hadis, ‘Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan
berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan
itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan
memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah
berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang’.
Selanjutnya Nabi berkata pula ‘barang siapa kawin kawin dengan seorang wanita
karena agamanya, niscaya allah akan member karunia dengan harta’. Dan
‘kawinlah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang
hitam lebih baik asalkan ia beragama’.?3
D. Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada
dasarnya selama menjalani pidana, telah kehilangan kebebasan untuk bergerak,
artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam Lembaga
Pemasyarakatan saja. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak telah dirampas
untuk jangka waktu tertentu, bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataannya,
bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang, tetapi juga berbagai
kemerdekaan yang lain ikut terampas.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatn/Rutan yang mendapat
porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan

di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat

ZHilman Hadikusuma. Op.Cit., halaman 23
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pelaku tindak pidana menjadi jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu
kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada masyarakat
(pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang
merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri.
Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam
menjalani pidananya, juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat
jaminan hukum yang memadai.?

Lembaga pemasyarakatan sebagai “continuum of criminal law
enforcement”. Dengan menyebutkan tujuan pemasyarakatan sebagai reintegrasi
sosial, menyebabkan istilah itu sendiri sebuah sistem ideologi dalam hal hubungan
kekuasan antara lembaga penjara dan narapidana.

Bentuk perlakuan dituangkan dalam usaha Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
untuk membina narapidana, untuk mengenal diri sendiri, sehingga dapat merubah
diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak
pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih
berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarganya.

Berbagai upaya telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam
rangka mewujudkan pelaksanaan pidana yang efisien, agar narapidana dapat
mengenal diri sendiri. Usaha itu berupa pembagian Lembaga Pemasyarakatan
menurut usia, misalnya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di Blitar,
Tanggerang, Plantungan dan Kalimantan. Lembaga Pemasyarakatan khusus

pemuda di Tanggerang, Lembaga Pemasyarakatan dewasa muda di Sukamiskin

24 C.1 Harsono. Op.Cit., halaman 79
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Bandung, dan Lembaga Pemasyarakatan dewasa dihampir semua kota kabupaten.
Begitu juga didirikan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan jenis kelamin,
misalnya Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita di Malang, Semarang,
Tanggerang dan Medan. Lembaga Pemasyarakatan juga dibagi berdasarkan
kapasitasnya, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I. Il. dan Il1l. Masih dalam
kaitan upaya melaksanakan pemidanaan, telah dipisahkan menurut tugasnya
antara Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).?®

Mekanisme disiplin penjara mengikuti pola yang sama. Kehidupan penjara
adalah kehidupan dengan partisi spasial, dimana akses antarpartisi dijaga dengan
ketat. Setiap narapidana yang masuk dan keluar tercatat, demikian pula dengan
dokumentasi mengenai kesehariannya. Inilah mengapa setiap penjara memiliki
register tentang pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana.

Register ini adalah mekanisme kontrol yang sangat efektif karena menentukan
diberikan, ditunda, atau dihilangkan reward berupa pembebasan bersyarat atau
remisi (pemotongan masa penjara). Satu mekanisme instrumental lainnya dari
kuasa disiplin penjara adalah pengawasan yang tanpa putus, dan dilaksanakan
secara hierarkis. Meskipun desain arsitektur panoptikon tidak lagi menjadi
alternatif dalam praktik pemenjaraan modern, namun sebagai suatu ide tentang
pengawasan yang ketat dan masih berpengaruh. Penerapan disiplin juga
menggunakan seperangkat prosedur yang mendistribusikan individu, membaur
dalam ruang, mengklasifikasi, melatih tubuh, mengamati prilaku, memulihkan

pandangan, mengepung individu dalam mekanise observasi, medokumendatasi,

2|bid., halaman 79



27

serta yang membentuk mereka dalam tubuh ilmu pengetahuan yang diakumulasi
dan disentralisasi.

Perkembangan dalam sistem pemenjaraan turut memperihatkan bagaimana
kontrol terhadap individu juga dilakukan dalam sistem penilaian tertentu. Risk
assessment, atau penilaian terhadap risiko pengulangan kejahatan merupakan
mekanisme disiplin baru. Sistem penilaian ini menentukan level pengamanan dan
bentuk perlakuan. Termasuk apakah seseorang perlu dipenjarakan, dan bagaimana
perlakuan yang diterima seseorang bila penghukuman dilakukan di masyarakat.®

Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan yang cenderung melebihi kapasitas
berimplikasi pada ketersediaan fasilitas yang serba minim bahkan dapat dikatakan
kurang memadai, baik makanan, kondisi ruangan/kamar/sel, fasilitas kesehatan,
penerangan dan sebagainya. Dengan adanya perasaan senasib dan
sepenanggungan (merasa sebagai orang yang paling miskin/sengsara), identitas
kolektif pun lambat laun mulai tertanam. Lembaga Pemasyarakatan sebagai
institusi total dengan konsep sentralnya sebagai ‘pengasingan atau isolasi sosial’
secara total, jika mulai dirasakan ‘longgar’, ketika para penghuninya (narapidana)
tidak lagi merasa terisolasi, maka fungsi resosialisasi pun tentu tidak akan berjalan
sebagaimana mestinya. Kegagaan Lembaga Pemasyarakatan meresosialiasi pola
kelakuan karena tidak menjalankan konsep ‘isolasi total’ secara konsisten.
Institusi Lembaga Pemasyarakatan berhasil menanamkan identitas kolektif yang

baru, tetapi gagal merehabilitasi pola kelakuan narapidana sehingga banyak

%)grak Sulhin. Op.Cit., halaman 23
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narapidana ‘kambuhan’ atau semakin meningkatnya kualitas dan bertambah
luasnya jaringan ‘kejahatan’ mereka.?’

Proses penegakan hukum baik di dalam lapas maupun di luar lapas selalu
terjadi diskresi, karena penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau
total enforcement (TE) maupun full enforcement (FE). Penegakan hukum yang
dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam
rangka mencapai FE dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-
undangan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka peradilan,
dan pelaksanaan putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan. Aparat penegak
hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya
biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambtan dan
kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga yang ada
adalah FE.?®

Terakhir dari aspek budaya hukum, di Indonesia masih sangat dominan
mempengaruhi penegak hukum, baik budaya hukum yang terdapat dikalangan
aparat penegak hukum maupun budaya hukum vyang terdapat dikalangan
masyarakat. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan
hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system), dimana
didalamnya terkadang nilai-nilai tujuan (goals), keseluruhan (wholism),
keterkaitan (interrelatedness), mekanisme kontrol ( control mechanism) tidak

berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing aparat penegak hukum berjalan

2’Sugeng Pujileksono. 2017. “Sosiologi Penjara”. Malang: Instrans Publishing. halaman
81

28 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. “Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.
Jakarta: Sinar Grafika halaman 138
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sendiri-sendiri yang berakibat penegakan hukum berjalan secara terpecah-pecah
(fragmented) dan tidak berjalan secara terintegrasi (integrated). Budaya hukum
yang menunjukkan kurang koordinasi dikalangan aparat penegak hukum banyak
muncul dalam kasus-kasus penyidikan tindak pidana korupsi dan perbankan
diantara kepolisian dan kejaksaan.

Budaya hukum dikalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif.
Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam
penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, refresif, maupun kuratif,
sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya-upaya dari masyarakat
untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang,
kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik. 2°

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering
menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis,
demikian kata Harnold J. Berman. Lebih lanjut dikatakan, “akan tetapi, hukum
merupakan salah perhatian umat manusia beradab yang paling pokok di mana-
mana, karena hukum itu dapat menawrkan perlindungan terhadap tirani disuatu
pihak dan terhadap anarki dan di lain pihak™.

Apa yang dikemukakan oleh Berman diatas adalah pantulan dari sosok
hukum dimata masyarakat, karena orang tidak akan mengerti hukum hanya
dengan melihat undang-undangnya saja lalu membandingkannya dengan
kenyataan atau praktik hukum itu sendiri. Apalagi dalam kenyataan masyarakat

sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan

29 ibid ., halaman 139
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dalam undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara
hukum dalam arti positif (rechts positiviteit) dengan hukum dalam kenyataan
(rechts werkelijkheid). Penerapan hukum yang berbeda, kenyataannya ditengah
masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam
undang-undang itu sendiri. Hal demikian sering terjadi disemua bidang hukum,
termasuk didalamnya pada praktik atau implementasi dalam hukum pidana.*°
Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan
faktor usia dan jenis kelamin.
1. Lembaga Pemasyarakatan umum. Untuk menampung narapidana pria
dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.
2. Lembaga Pemasyarakatan khusus
a) Lembaga Pemasyarakatan wanita, untuk menampung narapidana
wanita dewasa yang berusia dari 21 tahun atau sudah menikah.
b) Lembaga Pemasyarakatan pemuda, untuk menampung narapidana
pemuda yang berusia 18-25 tahun.
c) Lembaga Pemasyarakatan anak, terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan
anak pria dan Lembaga Pemasyarakatan anak wanita.
Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat
kedudukan dan kegiatan kerja.
a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, terletak di Ibukota Provinsi dengan

kapasitas lebih dari 500 orang.

30lbid halaman 1
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b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A, terletak di Kotamadia/ Kabupaten

dengan kapasitas 250-500 orang.3!

31 Rooseno Harjowidigdo. 2016. “Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
Pemberian Remisi”. Jakarta:Pohon Cahaya. halaman 34



BAB Il1

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan

Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Pemenuhan hak biologis narapidana khusus di dalam lapas tanjung gusta
medan belum ada ruangan khusus atau bilik asmara karena memang belum adanya
peraturan yang mengatur tentang bilik asmara itu sendri dan di lapas tanjung gusta
ini mengalami overkapasitas sehingga tidak ada ruangan khusus mengenai bilik
asmara tetapi di Indonesia itu sendiri ada beberapa lapas yang mempunyai bilik
asmara vyaitu Lapas Cianger, Lapas Terbuka Kendal Dan Lapas
Nusakumbangan.®2

Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Februari mantan dari direktur jendral
pemasyarakatan Sri Puguh Utami berbicara tentang hak maka setiap manusia
terkhusus yang sudah menikah tidak lepas dengan hak menambah keturunan,
namun dalam hal ini hak tersebut dikesampingkan, karena tidak adanya ruangan
khusus dan peraturan itu sendiri. Bilik asmara memang ada beberapa lembaga
pemasyarakatan dan rutan yang menyediakan tempat tersebut seperti yang terjadi
di lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan, karena ketiga
lapas tersebut merupakan lapas (minimum security). Fasilitas tersebut digunakan

oleh narapidana untuk meyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada

32 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib
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saat kunjungan keluarga berlangsung.® Dalam hal ini diharapkan semua lapas
yang ada diseluruh Indonesia harus mempunyai fasilitas bilik asmara seperti yang
sudah ada di lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan.

Lapas tanjung gusta medan belum mengikuti lapas yang sudah mempunyai
bilik asmara karena mengingat banyaknya jumlah narapidana laki-laki dan juga
banyaknya narapidana perempuan, dalam hal ini jika narapidana perempuan pada
masa subur dan hamil maka akan menambah warga binaan yang hamil sehingga
pihak lapas akan memberikan perilaku khusus bagi narapidana yang hamil. Dan
jika ini terjadi maka akan menambah pekerjaan para penjanga tahanann
mengingat jumlah penjaga tahanan yang sedikit dibandingkan jumlah narapidana
yang begitu banyak.*

Pemenuhan hak biologis bagi narapidana Pada prinsipnya, terdapat banyak
model pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam lembaga
pemasyarakatan. Dengan memperhatikan konteks Indonesia, terdapat beberapa
alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana,
sebagai berikut:

1. Conjugal visit

Pembuatan conjugal room atau lebih sering disebut ‘bilik asmara’ di dalam
lembaga pemasyarakatan sebagai sarana conjugal visit telah banyak digagas oleh

para pejabat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuatan conjugal

33 Detik News.https://news.detik.com/berita/d-4917114/3-lapas-di-ri-sudah-punya-bilik-
asmara-yang-layani-ml-bang-napi-harus-istri. Di akses pada 24 September 2020. Pukul 10.00wib

34 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib
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room merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan demikian dapat
mengakomodasi kepentingan narapidana, keluarga, maupun dari aspek keamanan.

Namun tentu saja, fasilitas conjugal visit ini akan lebih banyak menemui
kendala bila dibandigkan dengan alternative lainnya antara lain yaitu kurangnya
SDM untuk melakukan pengawasan lokasi yang minim dibandingkan dengan
jumlah narapidana yang overkapasitas, biaya besar dalam pembangunan dan
perawatan, harus adanya tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan
yang belum mempunyai aturan yang jelas.

2. Cuti Mengunjungi Keluarga.

Perluasan pengertian dan pelonggaran syarat cuti mengunjungi keluarga.
Dari keterangan para petugas di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan peraturan
yang ada, pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk
mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Selain itu, Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi
Keluarga bagi Narapidana tidak mengatur secara eksplisit hal-hal yang dapat
menjadi alasan pemberian cuti tersebut.

Pemberian cuti mengunjungi keluarga tidak mudah dan sangat jarang
diberikan kepada narapidana. Padahal, idealnya pemberian cuti tersebut sangat
bermanfaat, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual, bagi
pasangan suami dan istri. Walaupun alternatif ini berbiaya lebih rendah
dibandingkan dengan alternatif pertama, namun pertimbangan sumber daya
manusia dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan sumber daya

manusia dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan. Singkatnya
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pada poin ini, sesungguhnya terdapat sebuah kesempatan bagi Pemerintah dala
membuat atau megubah aturan tentang cuti mengunjungi keluarga yang dapat
mengakomodasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.®

Narapidana yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya akan berdampak
pada perasaan yang tidak tenang, sering berfantasi dan melakukan masturbasi.
Padahal, pada tataran normatif selama ini, untuk memenuhi kebutuhan seksual,
seorang warga binaan pemasyarakatan dapat menggunakan beberapa mekanisme,
diantaranya adalah dengan cara menggunakan masa asimilasi, pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga.
Namun, hak-hak tersebut ternyata belum mampu secara substansi memenuhi
kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan.

Pada dasarnya titik penting dari pemenuhan hak atas kebutuhan seksual
seorang warga binaan bertalian erat dengan hak atas membentuk keluarga dan hak
atas perlindungan privasi. Pada hak-hak sipil tersebut, argumentasi legal yang
utama adalah pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Terhadap hal tersebut, tentu saja perlu Kita
mengetahui korelasi kausalitas antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual
warga binaan pemasyarakatan dengan jumlah perceraian yang terjadi dan
penyimpangan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dengan
semangat pemasyarakatan yang berbasis pada perlindungan HAM, pembatasan

hak-hak warga binaan selama dalam proses pembinaan pemasyarakatan

% Okky Chahyo Nugroho. “ Pemenuhan Hak Atas kebutuhan Seksual Warga Binaan
Pemasyarakatan”. Dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 6 Nomor 2, Desember 2015
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seyogyanya tidak mencederai hak indvidu (warga binaan dan pasangannya) dalam
membentuk keluarga dan mendapat perlindungan atas hidup pribadinya.

Namun demikian, pada tataran praktik, tak dapat dipungkiri bahwa negara
masih enggan dalam memberikan solusi afirmatif untuk pemenuhan hak atas
kebutuhan seksual terhadap warga binaan, solusi afirmatif tentunya harus tetap
berpegang kepada konstruksi sosial budaya dan agama yang hidup dan tumbuh di
Indonesia. Hak atas kebutuhan seksual bertalian erat dengan hak-hak sipil dasar
yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun
internasional. Pembatasan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan
oleh negara, sebagai contoh, secara sepintas mendapat justifikasinya dari nilai-
nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat.

Perkembangan lembaga pemasyarakatan modern kemudian dikenal istilah
stelsel yang dipengaruhi oleh sistem pidana. Stelsel merupakan sebuah sistem
pelaksanaan pemidanaan. Ada beberapa macam stelsel pidana lembaga
pemasyarakatan, di antaranya:

1. Stelsel Pensylvania (stelsel sel)

Stelsel sel adalah ruangan kecil yang diperuntukkan bagi seseorang yang
dihukum. Orang-orang yang di lembaga pemasyarakatan dipisahkan satu sama
lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat. Sistem Pensylvania
mengutamakan pada proses penutupan secara terasing terhadap narapidana agar
jera dan menyesal atas perbuatannya serta agar merasakan pidananya. Sistem ini
bersifat pengamanan ketat (maximum security ), menempatkan pidana narapidana

di dalam sel masing-masing (solitary consilent system). Menurut sistem ini,
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setelah narapidana dimasukan ke dalam sel, narapidana melakukan aktivitas di
dalam selnya masing-masing (solitary confiment), dan narapidana tidak bisa
berbicara satu sama lain (silent system). Menurut sistem ini, setelah narapidana
dimasukkan kedalam sel, narapidana melakukan aktivitas di dalam selnya masing-
masing dan mendapatkan bacaan kitab injil. Sistem Pensylvania yang diterapkan
sejak 1829 banyak dianut oleh Negara-negara eropa. Dalam sistem ini, narapidana
tidak diperbolehkan dikunjungi, dan tidak diberi kesempatan bicara dengan orang
lain.

Sistem Pensylvania ini lebih menitikberatkan segi keamanan dan disiplin
semata-mata dan tidak memperhatikan segi-segi kemanusiaan dari pada orang-
orang hukuman tersebut. Larangan bercakap-cakap dan tidak dapat dapat keluar
dari selnya baik siang maupun malam hari merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak asasi manusia, sekalipun ia dalam status orang hukuman. 3¢

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari Stelsel Pensylvania
terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, dalam sistem ini
menjalani pidana penjara itu secara terasing dalam sebuah sel, yang mana ruangan
sel tersebut adalah ruangan khusus yang di peruntukkan untuk orang yang
melakukan kejahatan di dalam sel dengan sesama narapidana yang lainnya, tujuan
nya agar dapat insaf atas perbuatan jahatnya dan dapat menolak dari setiap
pengaruh yang jahat. 3’

2. Stelsel Auburn

%Sugeng Pujileksono. Op.Cit., halaman 49
%7 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib
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Stelsel Auburn merupakan sistem yang memberikan pekerjaan bagi
narapidana dengan kaki rantai. Pada waktu bekerja mereka dilarang berbincang-
bincang, karena itulah disebut pula silent system. Apabila ada yang kedapatan
sedang bercakap-cakap dikenakan hukuman cambuk. Untuk menjaga agar tidak
berkeliaran, maka kakinya dirantai sebelah dan berjalan berbaris, serta satu
dengan yang lain memegang pundaknya. Sistem ini dinilai banyak menimbulkan
kesukaran karena dengan menempatkan narapidana bekerja bersama justru
memicu penularan pengaruh jahat. Sistem Auburn di negara bagian New York
Amerika Serikat. Sistem tersebut kemudian pada tahun 1925 juga dilaksanakan di
Lembaga Pemasyarakatan Sing-Sing, karena sistem Auburn terbukti membawa
dampak positif dan menunjukkan keberhasilan dalam membina narapidana.

Berdasarkan filosofi tersebut maka sistem Auburn biasa disebut sistem
tutup mulut, menurut sistem Auburn di dalam lembaga pemasyarakatan
narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari
mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi antara narapidana satu
dengan narapidana lainnya dilarang berbicara.®

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari Stelsel Auburn di
berlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, di Tanjung Gusta
Medan para narapidana di berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka,
tetapi tidak dengan kaki dirantai maupun Silent System dan juga hukuman
cambuk. Setiap pagi para narapidana memiliki jadwal beraktivitas sesuai tugas

masing-masing. Ada yang bertugas membersihkan lingkungan, merawat kebun,

38 |bid., halaman 50
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mengerjakan Kkerajinan tangan, sampai membantu petugas untuk urusan
administrasi sederhana dan menerima keluarga yang berkunjung, narapidana yang
ini disebut dengan tamping atau tahanan pendamping. Mereka adalah narapidana
yang berkelakuan baik dan sudah memasuki masa asimilasi. Jika sedang ada
kegiatan yang mereka persiapkan seperti pertunjukan kesenian untuk peringatan
hari-hari penting, akan ada waktu dalam sehari yang narapidana sisinkan untuk
berlatih. Belum lagi jadwal untuk melaksanakan kegiatan ritual sosial dari
masing-masing agama, misalnya pengajian untuk yang Muslim dan berdoa
bersama bagi yang Kristen.3®
3. Stelsel Campuran

Stelsel ini muncul dengan memadukan antara stelsel Penysylvania dan
stelsel Auburn. Pada waktu malam hari, narapidana dipisahkan satu sama lain,
sedangkan pada siang hari bekerja secara bersama-sama.*°

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari Stelsel Campuran
terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, pada malam hari
para narapidana dimasukkan didalam sel dan pada pagi sampai sore hari para
narapidana bekerja sesuai dengan kemampuan mereka agar pembinaan yang
dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan tercapai.*!

4. Stelsel Progressif

39 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib
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41 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib
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Stelsel ini muncul pada abad XIX di Inggris. Salah satu pokok pikirannya
adalah agar peralihan kemerdekaan kepada pidana lembaga pemasyarakatan ini
dirasakan betul-betul oleh terhukum. Sebaliknya peralihan dari pidana Lembaga
Pemasyarakatan kepada pembebasan dilakukan secara berangsur-angsur sehingga
terhukum dipersiapkan untuk hidup lebih baik di masyarakat. Menurut stelsel ini
pidana lembaga pemasyarakatan dimulai dengan suatu periode dikurung dalam sel
selama beberapa bulan kemudian disusul periode bekerja bersama-sama disiang
hari. Selama periode kedua ini, terhukum dapat melalui beberapa tingkatan,
berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya tersebut diharapkan juga dapat
mengubah perilaku dan pada akhirnya bisa sampai dilepas dengan syarat.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari Stelsel Progressif
juga terdapat di Lemabaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, narapidana
dipersiapkan untuk dapat menjadi lebih baik lagi pada saat mereka keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum program pembinaan terbagi ke dalam
dua kategori yaitu kepribadian dan kemandirian. Kepribadian adalah pembinaan
untuk bidang spiritual, pendidikan termasuk di dalamnya kesenian seperti musik,
teater dan sebagainya, sedangkan program kemandirian adalah kegiatan di
bengkel kerja produktif.*2
5. Sistem Irlandia (irish system)

Menurut sistem ini, narapidana pertama kali menjalani pidana Lembaga
Pemasyaratakan secara keras. Apabila narapidana berkelakuan baik, maka secara

berangsur-angsur pidana itu dijalankan dengan pemberian keringanan untuk

42 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib
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melatih narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik. Sistem ini
menunjukkan adanya usaha untuk lebih baik mengorganisir dan menyistematiskan
tujuan pemidanaan daripada penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya dalam
Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Irlandia mengajarkan agara narapidana pada awalnya ditempatkan
terus menerus di dalam sel, tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama antara
pidana. Dari tahap ketahap narapidana diberi kelonggaran untuk bergaul antara
narapidana satu dengan lainnya. Setelah menjalani tiga perempat masa pidana
yang harus dijalani, narapidana dibebaskan dengan syarat. Sistem ini dijalani
melalui tiga tingkatan yaitu:

a. Tingkatan pertama (probation). Terpidana diasingkan dalam sel selama
delapan tahun atau Sembilan bulan bahkan lebih, tergantung
kelakuannya.

b. Tingkatan kedua (public work prison). Terpidana dipindahkan ke sel lain
kemudian diwajibkan bekerja bersama terpidana lain. Dalam tahapan ini
terpidana dibagi dalam empat kelas/tingkatan. Setiao tingkatan
menunjukkan peningkatan perubahan kelakuan dari yang bersangkutan.

c. Tingkatan ketiga (ticket of leave). Terpidana dibebaskan sebelum waktu
hukumannya berakhir, namun selama masa sisa waktu pidananya
tersebut narapidana masih dibawah pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari Stelsel Irlandia
diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjug Gusta Medan, narapidana yang

berkelakuan baik akan diberikan keringanan hukuman nya, dan juga para
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narapidana melakukan tugas berdampingan bersama dengan para staff yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan Medan, agar mereka mendapatkan hal yang positif
selalu selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.*®

6. Sistem Elmira dan Bostral

Sistem Lembaga Pemasyarakatan Elmira ini sangat dipengaruhi oleh
sistem Irlandia. Namun titik berat dari sistem Elmira terdapat pada usahanya
dalam memperbaiki narapidana. Narapidana diberikan pengajaran, bimbingan,
pendidikan dan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat. Dalam sistem ini
keputusan hakim tidak ditentukan lamanya pidana. Pada sistem Borstal hakim
tetap menentukan lamanya pidana. Dalam masa menjalani pidana Menteri
Kehakiman berwenang untuk melepaskan terpidana dengan bersyarat setelah
terpidana menjalani pidananya sedikitnya 6 bulan.*

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari Stelsel Elmira dan
Bostral terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Medan, para narapidana diberikan
pendidikan serta bimbingan kepada narapidana, untuk meningkatkan kualitas
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,
sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.*

Berkaitan dengan sistem ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut diatas,
menurut Wirjono Prodjodikoro sistem ke Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
merupakan hasil penggabungan dari beberapa sistem tersebut diatas, yaitu biasnya

beberapa orang narapidana dikumpulkan dalam suatu ruangan, termasuk

43 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
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4 Ibid

4 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib



43

penempatan dalam tempat tidur dan dalam melakukan perkerjan-pekerjaan
khusus. Meskipun demikian, apabila ada narapidana yang melakukan pelanggaran
disiplin maka mereka akan dimasukkan dalam satu sel khusus. Dalam Pasal 15
KUHP diatur, jika seseorang narapidana yang menjalani dua per tiga dari lamanya
pidana dan tenggang waktu pelaksanaan pidana tersebut paling sedikit mencapai
Sembilan bulan, maka mereka dibebaskan dengan syarat dalam rentang tertentu
untuk waktu menjalani masa percobaan. Pedoman pembebasan bersyarat tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pemasyarakatan.*®

Aspek substansi atau peraturan perundang-undangan dipahami bahwa
tidak ada peraturan perundang-undangan yang isinya lengkap dan mendetail
mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat karena apabila
pembentuk undang-undang ada didalam masyarakat karena apabila pembentuk
undang-undang akan membuat perundang-undangan semacam itu akan tercipta
suatu peraturan perundang-undangan yang sangat mendetail, tebal, dan mudah
sekali ketinggalan jaman. Oleh karena itu, sebagian besar peraturan perundang-
undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok-pokok saja, yang
kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan
Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen) dan
seterusnya.*’

Berdasarkan uraian di atas bahwa peraturan-peraturan baik itu peraturan
pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan juga perarutan perundang-

undangan sangat diperlukan dalam pengatur tentang pemenuhan hak biologis bagi

46 Ibid., halaman 51
47 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. Loc.Cit
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narapidana, namun sampai sekarang belum ada pengaturan khusus mengenai
hubungan seksual di dalam lapas.®

Peraturan-peraturan mengenai hubungan biologis di dalam lapas harus
segera ada karena dengan tidak adanya ruangan khusus untuk hubungan biologis
atau biasa disebut bilik asmara memungkinan akan adanya kejahatan seksual
seperti homoseksual dan juga terjadinya perceraian antara narapidana dengan istri
atau suaminya*®

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan
terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya
dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan
hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikritik oleh berbagai tidak
hanya dari kalangan hukum maupun dari maupun dari kalangan non-hukum. Hal
ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan menusia
baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak
langsung.®°

Diantara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip
pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak
yang berkenanan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam
kedudukannya selaku saksi, terperiksa, tersidikk, tersangka, terdakwa, terpidana,
dan terpurnapidana. Misalnya hak tersangka untuk didampingi oleh pembela, hak

tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah, dan masih banyak

48 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
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lagi.® Dan juga hak-hak untuk narapidana mendapatkan hak untuk melakukan
hubungan biologis kepada suami atau istrinya, oleh karena itu pemerintah di
tuntut tegas dalam membuat suatu aturan agar dapat melindungi hak-hak
narapidana termasuk hubungan biologis.>?

Tujuan diberikan dan jaminan hak tersebut adalah agar terdapat perlakuan
yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang,
karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun, termasuk adil bagi
tersangka, dan terpidana.>®

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar Negara,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung
dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh
sila ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebjaksanaan dalam
Permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai
yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut
terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama
(kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat
kedilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya
sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa,

dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.>*
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Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara,
yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya,
mencerdaskan seluruh wargaya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut
sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa didunia dan prinsip-
prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan
antarbangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap
bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).>®

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala
bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual, yaitu yang menankut adil
dibidang hukum, ekonomi, politik, social, dan kebudayaan.Makna keadilan sosial
mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari Negara
Indonesia. Oleh karena kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan
rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam pemenuhan tuntutan-
tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani pula. Pengertian ini
mencangkup pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh
bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala
sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata
berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala yang sudah
menjadi ketentuan Allah pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada

umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.

55 Ibid., halaman 85



47

Untuk menerima suatu keadilan pada mulanya akan terasa berat dan tidak
menerimanya, oleh karena itu untuk menerima keadilan itu kuncinya adalah
keikhlasan, sedangkan untuk menerima keikhlasan itu pada mulanya juga begitu
berat, tetapi jika dirasakan kepada Allah Tuhan semesta alam, pastilah akan bisa
menerimanya, sehingga untuk menjalankan ikhlas itu harus sabar dan tawakal.>®
B. Proses Pelaksanaan Sebagai Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana
yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung

Gusta Medan.

Proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis narapidana belum diatur secara
khusus di dalam undang-undang atau peraturan lainnya tetapi meski belum ada
aturan soal bilik asmara, Kemenkumham telah membentuk aturan sebagai solusi
bagi para napi untuk untuk menyalurkan hasrat seksualnya yakni dengan Cuti
Mengunjungi Keluarga (CMK). Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Melalui aturan tersebut, napi diberikan
kesempatan untuk bertemu keluarganya maksimal 2x24 jam. Waktu tersebut bisa
digunakan napi untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.®’

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018
Pasal 67 menyatakan CMK (cuti mengunjungi kelurga) dapat diberikan kepada

narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memenuhi syarat :

% Ibid., halaman 86
5"Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib
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1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib
dalam tahun berjalan.

2. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana.

3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari
pihak kejaksaan negeri setempat.

4. Telah menjalani % (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana.

5. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh
ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat.

6. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan
melarikan diri yang diketahui oleh rukun tetangga dan lurah atau kepala
desa setempat atau nama lainnya

7. Telah layak untuk diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan
pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakat atas dasar
laporan penelitian kemasyarakatan dari bapas setempat, tentang pihak
keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan
masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungan dengan
narapidana yang bersangkutan

Cuti mengunjungi keluaraga atau CMK di lapas tanjung gusta Medan

diberikan kepada narapidana jika terdapat anggota keluarga dari narapidana itu
ada yang meninggal. Jika ada yang mengatakan bahwa CMK ini di manfaati

dalam hal hubungan biologisnya narapidana itu sendiri pihak lapas tidak
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mengetahui akan hal itu.®® Dalam hal ini narapidana melakukan hubungan
biologis pada saat CMK dilakukan untuk menyalurkan birahi hawa nafsu
narapidana agar tidak menggagu psikologi mereka dan juga agar tidak menjadi
homoseksual atau penyimpangan seksualitas.

Homoseksual sebagai konsep memiliki tiga pengertian, yaitu sebagai
orientasi seks (sexual orientation), perilaku seks ( sexual behavior), dan identitas
seksual (sexual identity). Homoseksual sebagai orientasi seks adalah
ketertarikan/dorongan hasrat untuk terlibat secara seksual dan emosional
(ketertarikan yang bersifat romantic) terhadap orang yang sejenis kelamin sama.
American Psychiatric (APA) menyatakan bahwa orientasi seksual berkembang
sepanjang hidup seseorang. Homoseksual sebagai perilaku seksual adalah
hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama
sebagai suatu perilaku seksual. Sementara homoseksual sebagai identitas seksual
mengarah pada identitas seksual sebagai gay atau lesbian.Sebutan gay digunakan
pada homoseksual wanita.>®

Homoseksual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan terkadang disebut
sebagai homoseksual situasi artinya, narapidana yang memiliki perilaku seksual
homoseksual dikarenakan kondisi keterpisahan dan dibatasinya untuk menjalin
hubungan dengan lawan jenisnya. Homoseksual di Lembaga Pemasyaraktan
bukanlah realitas psikis sebagaimana yang dijelaskan oleh kalangan psikolog
seperti Freud berasumsi bahwa semua manusia pada dasarnya adalah makhluk

biseksual atau penggabungan homoseksual dan heteroseksual, ia kemudian

%8 Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib
9Sugeng Pujileksono. Op.Cit.,. halaman 164
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mengemukakkan bahwa individu menjadi homoseksual ataupun heteroseksual
didapat sebagai hasil dari pengalamannya berhubungan dengan orangtua dan yang
lainnya.

Realitas homoseksual dipenjara lebih banyak dikarenakan faktor
lingkungan sosialyang mengharuskan narapidana hidup dengan sesama jenis
untuk beberapa lama ditempat yang sama. Homoseksual dipenjara bukan
merupakan penyimpangan psikoseksual, melainkan karena lingkungan sosial yang
memaksa. Lingkungan sosial turut mengambil bagian dan bukan semata-mata
pilihan dari seseorang untuk menjadi homoseksual..°

Selain menjadi penyimpangan seksualitas karena tidak adanya bilik
asmara akan terjadi juga ganguan psikologis. Bagaimana juga pidana penjara
mempengaruhi ganguan psikologis, berbagai ganguang psikologis bagi narapidana
antara lain:

1. Loos Of Personality, seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan
kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di
Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Narapidana selama menjalani pidana,
diperlakukan yang sama atau hampir sama antara satu narapidana dengan
narapidana lainnnya. Kenyataan ini akan membentuk satu kepribadian yang
khas pula, yaitu kepribadian narapidana. Cara perlakuan terhadap narapidana
oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, lebih menjurus kepada pola hidup
feodalisme, sehingga terjadi kelas-kelas tertentu dalam struktur

kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat narapidana

0hid., halaman 166
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terbagi dalam stratifikasi sosial, antara lain : kelas petugas (penguasa), kelas
narapidana pembantu pegawai (tamping,pemuka), kelas narapidana jenis
kejahatan keras (perampok,pembunuh), dan kelas narapidana jenis kejahatan
ringan (pencurian,penipuan). Keadaan yang demikian akan memecah belah
kepribadian narapidana, yang dari luar (sebelum masuk Lembaga
Pemasyarakatan) telah mengalami keretakan kepribadian. Banyak sekali
narapidana yang kehilangan kepribadiannya, setelah berada di Lembaga
Pemasyarakatan, karena tidak mampu menahan goncangan kehidupan dalam
Lembaga Pemasyarakatan.

2. Loos Of Security, selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam
pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan
merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan mersa selalu tidak
dapat berbuat sesuatu atau bertindak, karena takut kalau tindakanya
merupakan suatu kesalahan, yang dapat berakibat dihukum atau mendapat
sanksi. Pengawasan yang dilakukan setiap saat, narapidana menjadi dalam
bertindak, kurang percaya diri, jiwanya menjadi labil, salah tingkah dan
tidak mampu mengambil keputusan secara baik. Situasi yang demikian,
dapat mengakibatkan narapidana melakukan tindakan kompensasi demi
stabilitas jiwanya. Padahal tidak setiap kompensasi berdampak positif. Rasa
tidak aman di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetap terbawa sampai
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan baru akan hilang jika mantan

narapidana telah mampu beradaptasi dengan masyarakat.
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3. Loos Of Liberty, pidana hilang kemerdekaan telah merampas berbagai
kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan
membaca surat kabar secara lepas, melakukan hobby, mendengarkan radio,
menonton televisi, memilih dan dipilih dalam pemilu, dan sederetan
kemerdekaan individual lainnya. Secara psikologis, keadaan 